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ABSTRAK :  - Bahwa dalam rangka meningkatkan produksi nasional minyak dan gas bumi serta panas bumi, perlu 
memberikan insentif fiskal kepada kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta 
kegiatan usaha eksplorasi panas bumi, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) 
huruf b butir  2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2011, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi 
Minyak dan Gas Bumi Serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi Untuk Tahun Anggaran 2011. 

    - Dasar Hukum Peraturan ini adalah: 

      UU 17 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No. 47, TLN No. 4286), UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 5, 
TLN No. 4355), UU 10 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 126, TLN No. 5167), Keppres 56/P Tahun 
2010, Permenkeu RI 228/PMK.05/2010 (BN Tahun 2010 No. 632). 

    - Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: 

      Pajak Pertambahan Nilai terutang atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu 
eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha eksplorasi panas bumi oleh pengusaha di 
bidang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi atau pengusaha di bidang kegiatan usaha panas 
bumi, ditanggung Pemerintah. Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah merupakan belanja 
subsidi pajak ditanggung Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pajak ditanggung Pemerintah. 
Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah diberikan terhadap barang yang nyata-nyata 
dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi minyak dan gas bumi serta kegiatan usaha 
eksplorasi panas bumi dengan ketentuan barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri, 
barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang 
dibutuhkan, atau barang tersebut sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum 
mencukupi kebutuhan industri. Permohonan untuk mendapatkan Pajak Pertambahan Nilai 
ditanggung Pemerintah atas impor barang yang dipergunakan untuk kegiatan usaha hulu eksplorasi 
minyak dan gas bumi diajukan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dilampiri dengan Rencana 
Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas 
Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 
 

CATATAN : - Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 
Desember 2011. 

  - Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Februari 2011 dan diundangkan pada tanggal 7 
Februari 2011. 

 


